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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMRANGUNAN NASIONAI,I

KEPAI,/{ RAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 26 4 /M.YPN/ 05 / 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TTM KOORDINASI

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PETAKSANAAN ACTION PLAN PROYEK

KOTAPANIANG HYDROELECTRICPOWER PLANT AND TRANSMISSION LINE

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa seb^Bian masyarakat yang terkena dampak

lingkungan dan sosial Wmbang.)nan Kotapanjang

Hydrxlectricpwer Plant and Transmission Line Proiect

yang selanjutnya disebut Proyek Kotapanjang HEPP belum

mendapat kompensasi dari Pemenntah Republik Indonesia

secara optimal sehingga menjadi isu utama dalam ke4asanta

pembangunan antara Pemenntah Indonesia dan Pemerintah

Jepang selalar pemberi prnjamah'bagi Proyek Kota Panjang

HEPP;

b. bahwa untuk mengata si permasalahan sebagaimana tersebut

pada hlurruf a telah disusun action plan mengenai dampak

lingkungan dan sosial dari Proyek Kotapanjang HEPP;

c. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya langkah'

langkah untuk mengatasi permasalahan serta memantau

perkembangan pelaksanaan action plan sebagaimana

tersebut pada huntf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi

Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Action Plan Proyek

Kotapanjang HEPP yang keanggotaannya berasal dari

instansi terkait baik Pusat maupun Daerah;

d. bahwa ..
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Mengingat

Memperhatikan

d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk dalam Tim
Koordinasi sebagainana tersebut pada hrnuf c;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 te:ntafig
Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antzra Pemerintah pusat dan
Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2OOOTentang PROPENAS Tahun 2000 - 2004;

4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2OOl te:ntafig
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Ke{a Menteri Negara sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun
2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO7 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 3 Tahun 2OO2;

6. Keputusan Menteri Negara Peren canaan pembarrglanan

Nasional/ Kepala Bad,an Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : KEP. OS0/M.PPN /O3/ 2OO2 tentang Organisasi dan
Tata Kerla Menteri Negara Peren canaan pentbangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan

Nasional;

l. Iaan Agreement Nomor IP-358 Tahun
Kotapanjang Hydrrclectric power and
Transmission Line Project (I);

2. Ioan Agreement Nomor lP-374 Tahun
Kolapanjang Hydroelectric Power and
Transmission Line Project (II);

I990 untuk
Associated

I 991 untuk
Associated

MEMUTUSKAN..
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PEMANTAUAN PIRKEMBANGAN PEIA.KSANAAN
ACTION PLAN PROYDK KOTAPANJANG
HWROELECTRICPO WER PLANT AND TRANSMISSION LINE.

Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan perkembangan

Pelaksanaan Action Plan Proyek Kotapanjang HEpp, yang terdiri
atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan
kean&Botaan sebagaimana tercanfum dalam Lampiran
Keputusan ini;

Tugas Tim Pengarah adalah:
a) nremberikan pngarahan dan bimbingan dalam

melaksanakan hal-hal yang termuat dalant action plan
menSenai dampak lingkungan dan sosial proyek

Kotapanjang HEPP;

b) menyampaikan laporan tengah tahunan (semi annual
report) tentang pemantauan perkembangan pelaksanaan

action plan mengenai dampak lingkungan dan sosial proyek

Kotapanjang HEPP kepada JBIC;
c. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan

insidentil kepada Menteri Negara PPN/Ke pala Bappenas;

Tugas Tim Pelaksana adalah menyusun konsep laporan tentang

Wmanlauan perkembangan pelaksanaan dampak lingkungan
dan sosial Proyek Kotapanjang HEPP untuk disampa lkan kepada
Tim Pengarahl

Dalam rangka pen1rusunan konsep laporan di atas, Tim
Pelaksana akan mengkoordinasikan dan melaksanakan
pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan dampak
lingkungan dan sosial Proyek Kotapanjang HEpp;

KELIMA ...
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KETIMA

KEENAM

I{T]TT]]UH

Ketua Tinr Pelaksana dapat membentuk Tim Sekretariat untuk
membantu kelancaran p.laksanaan tugas Tim Pengarah dan
Tim Pelaksana

Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan persiapan

dan pelaksanaannya drbebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO2;

Keputusan ini berlaku sejak tznggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudi an hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagafinana

mestinya;

Ditetapkan diJakarta
PadaTanggal 3L Mei 2OOZ

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWI KIAN GIE

Salinan Keoutusan ini disampaikan kenada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Kevang n;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan I(as Negara Jakarta III;
4. Inspekfur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasionall

5. Yang Bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KI,PUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUANAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR :KEP. 264 /M.PPN/O5/2OOZ

TANGAL :31 Mei 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI

PEMANTAUAN PERKXMBANGAN PELAKSANAAN ACTION PLAN PRO}TK
KOTAPANJANG HYDROPOWER PLANT AND TRANSMISSION LINE

I. TIM PENGARAH

Ketua Deputi Bidang Pendanaan Pembangtnan Kantor Menteri
Negara PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kantor Menteri Negara

PPN/Bappenas.

Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

1. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengen-rbangan

Regional Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;

2. Depul't Bidang Sumber Daya Nam dan Lrngktngan Hidup
Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas;

3. Sekretaris Je nderal Departemen Dalam Negeril
4. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
5. Gubernur Propinsi Riau;

6. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen

Perlznianl
7. Direktur Jenderal Perlindung an H:uta:n dan Konservasi Alam

Depaftemen Kehutanan;

8. Bupati Lima hrlu h Kota;

9. Bupati Kampar;

lO.Vice President Mutu dan Lingkungan Hidup I'L PLN
(Persero).

Wakil Ketua

II. TIM PELAKSANA

Sekretaris

Anggot?-

Ketua Direktur Pemantauan dan Evallurasi Pendanaan Pembangttnan
Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informattka Kantor
Menteri Negara PPN/Bappenas.

Wakil Keflra

Anggota



Anggota

o

1. Direktur Pangan dan Pertanian Kantor Menteri Negara

PPN/Bappenas;

2. Direktnr Kerjasama Pembangu.nan Sektoral dan Daerah

Kantor Menteri Negara PPN/ Ba ppenas;

3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bllateral Kantor Menteri
Negara PPN/Bappenas;

4. Direktur Pendarraan Luar Negeri Multilateral Kantor

Menteri Negara PPN/ Bappenas;

5. Kepala Bappeda Provinsi Riaul

6. Kepala Bappeda Provinsi Sltmatera Barat;

7 . Kepala Bappeda l{abupaten Kampar;

8. lGpala Bappeda Kabttpaten Lima hrluh Kota;

9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riaul

TO.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riaul

L1..Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Baratl

lZ.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Stumatera Batat;
1 3.Direktur Operasi PT.PLN (Persero);

74.Kepala Kitlur Sumatera Bag4an Utzra ft. PLN (Persero);

7l.Kepala Kitlur Sumbagut Sektor Pekanbaru Riau Pf. PLN

(Persero);

l6.Sekretaris Difien Bina Produksi Perkebunan Departemen

Pefianian;

l T.Sekretaris Difen Bina Produksi Peternakan Departemen

Pertanianl

lS.Sekretaris Ditjen Perikan an Budidaya Departemen Kelautan

danPeikanan;
l9.Sekretaris Difen Perlindungan Htfian dan Konservasi Alam

Departemen Kehutananl

2O.Direktur PPLH, Difien Bina Bangda Departemen Dalam
Negeri.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

K KIAN GIE


